
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.989, 2018 KEMENPERIN. Penetapan dan Evaluasi Objek 

Vital Nasional Bidang Industri.  
 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN 

OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penetapan industri dan kawasan industri sebagai 

objek vital nasional dilakukan untuk menjaga iklim 

usaha industri yang kondusif, sehingga industri tetap 

mampu menjalankan peran strategis dalam 

pembangunan dan penguatan perekonomian nasional; 

  b.  bahwa untuk memberikan pedoman dalam penetapan 

dan evaluasi terhadap industri dan kawasan industri 

sebagai objek vital nasional bidang industri, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang 

Pedoman Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional 

Bidang Industri; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5492); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN OBJEK 

VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Objek Vital Nasional Bidang Industri yang selanjutnya 

disebut OVNI adalah kawasan/lokasi, bangunan/ 

instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber 

pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang 

industri. 

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. 

3. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan 

kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di 

Indonesia. 
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5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang 

mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan 

Industri. 

6. Perusahaan OVNI adalah Perusahaan Industri dan 

Perusahaan Kawasan Industri yang kawasan/lokasi, 

bangunan/instalasi, dan/atau usaha Industrinya telah 

ditetapkan sebagai OVNI. 

7.  Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala 

Badan yang memiliki tugas untuk melakukan 

pemeriksaan dokumen permohonan dan verifikasi 

lapangan terhadap Perusahaan Industri atau Perusahaan 

Kawasan Industri yang akan ditetapkan sebagai 

Perusahaan OVNI. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian. 

9. Kepala Badan adalah pejabat struktural Eselon I di 

lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab di bidang fasilitas nonfiskal 

industri. 

10. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya 

disebut Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang 

pengamanan objek vital nasional yang berada di bawah 

Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara 

Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 2 

 (1)  Menteri berwenang menetapkan Industri dan/atau 

Kawasan Industri sebagai OVNI. 

 (2) Penetapan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai 

OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri. 

 (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat: 

a. nama Perusahaan OVNI; dan 

b. lokasi OVNI. 
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 (4) Selain menetapkan Industri dan/atau Kawasan Industri 

sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Menteri berwenang melakukan evaluasi penetapan 

Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI. 

 

Pasal 3 

Untuk dapat ditetapkan sebagai OVNI, Industri dan/atau 

Kawasan Industri harus memenuhi kriteria dan persyaratan 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Dalam rangka pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dan evaluasi penetapan Industri 

dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Menteri menugaskan Kepala 

Badan untuk: 

 a. melakukan penilaian kelayakan penetapan suatu Industri 

atau Kawasan Industri sebagai OVNI berdasarkan kriteria 

dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri ini; dan 

 b. melakukan evaluasi terhadap pemenuhan rekomendasi 

penetapan Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI. 

 

BAB II 

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENETAPAN OVNI 

 

Pasal 5 

 (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi 

kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup 

orang banyak; 

c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah 

sumber daya alam strategis; 
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d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan 

dan keamanan negara; 

e. memproduksi mesin/peralatan, komponen 

mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat 

mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, 

komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau 

f. Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil 

atau tertinggal di luar Pulau Jawa. 

(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. terdapat paling sedikit 1 (satu) Perusahaan Industri 

yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) di dalam lokasi Kawasan Industri; dan 

b. memenuhi standar Kawasan Industri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Pengajuan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI 

dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a.  memiliki izin usaha Industri;  

b. telah berproduksi secara komersial;  

c. memiliki investasi paling sedikit 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 

tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang, 

kecuali untuk Industri alat pertahanan; 

d. kegiatan pengusahaan bahan baku dan produksi 

dijalankan secara terintegrasi, khusus pada industri 

semen, industri pulp dan kertas, industri gula, dan 

industri pengolahan kelapa sawit; dan 

e. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan. 

 (2) Pengajuan permohonan penetapan Kawasan Industri 

sebagai OVNI dilakukan oleh Perusahaan Kawasan 

Industri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.  memiliki izin usaha kawasan Industri;  
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b. telah beroperasi dan paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) dari luas lahan kawasannya telah digunakan 

oleh Perusahaan Industri; dan 

c. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan. 

 

Pasal 7 

Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan 

Industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI tidak dapat 

mengajukan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI. 

 

BAB III 

TATA CARA PENETAPAN OVNI 

 

Pasal 8 

(1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri 

mengajukan permohonan penetapan sebagai OVNI 

kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan 

menggunakan format surat A1 dan melampirkan daftar 

isian dengan menggunakan formulir FM-I bagi 

Perusahaan Industri dan formulir FM-II bagi Perusahaan 

Kawasan Industri. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan 

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 6 

ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri.  

 

Pasal 9 

(1) Kepala Badan membentuk Tim Verifikasi untuk 

melakukan penilaian kelayakan penetapan suatu Industri 

atau Kawasan Industri sebagai OVNI berdasarkan kriteria 

dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dan Pasal 6. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan wakil dari unit kerja:  
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a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim 

Usaha Industri, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri;  

b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat 

Pembina Kawasan Industri di lingkungan 

Kementerian Perindustrian;  

c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor 

Industri terkait di lingkungan Kementerian 

Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian 

Perindustrian; dan    

d.  Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian 

Perindustrian.  

 

Pasal 10 

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) mempunyai tugas:  

a. melakukan pemeriksaan dokumen permohonan 

untuk memastikan pemenuhan persyaratan 

pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi 

Perusahaan Industri dan Pasal 6 ayat (2) bagi 

Perusahaan Kawasan Industri; dan 

b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan 

pemenuhan kriteria penetapan sebagai OVNI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi 

Perusahaan Industri dan Pasal 5 ayat (2) bagi 

Perusahaan Kawasan Industri.  

(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja 

sejak dokumen permohonan diterima. 

(3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam lembar 

pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI 

dengan menggunakan formulir FM-III. 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No. 989 -8- 

Pasal 11 

Dalam hal pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap 

dan benar, Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan 

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen 

permohonan dinyatakan lengkap dan benar. 

  

Pasal 12 

(1) Verifikasi lapangan dilakukan secara langsung oleh Tim 

Verifikasi di lokasi kegiatan usaha Industri atau Kawasan 

Industri yang diajukan permohonan penetapan sebagai 

OVNI. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan verifikasi lapangan berdasarkan surat tugas 

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. 

(3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Tim Verifikasi melalui kegiatan: 

a. verifikasi kesesuaian antara situasi dan kondisi 

nyata di lapangan dengan data dan informasi yang 

sebelumnya telah diisi oleh Perusahaan Industri 

sesuai dengan formulir FM-I atau oleh Perusahaan 

Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-II; dan 

b. verifikasi pemenuhan kriteria penetapan OVNI 

berdasarkan data dan informasi yang sebelumnya 

telah diisi oleh Perusahaan Industri sesuai dengan 

formulir FM-I atau oleh Perusahaan Kawasan 

Industri sesuai dengan formulir FM-II dan/atau 

berdasarkan data dan informasi baru yang 

ditemukan Tim Verifikasi di lapangan. 

  

Pasal 13 

(1) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Tim Verifikasi 

dapat melakukan kerja sama dengan meminta bantuan 

personil pendamping dari Ditpamobvit untuk melakukan 

observasi kemampuan dasar objek vital nasional 

berdasarkan aspek: 
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a. sumber daya manusia pengamanan Perusahaan 

Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; 

dan/atau 

b. sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri 

atau Perusahaan Kawasan Industri.  

(2) Personil pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hasil 

observasi berupa: 

a. pernyataan bahwa Perusahaan Industri atau 

Perusahaan Kawasan Industri pemohon penetapan 

OVNI telah memiliki kemampuan dasar objek vital 

nasional dari aspek sumber daya manusia 

pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan 

Kawasan Industri dan aspek sarana prasarana 

pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan 

Kawasan Industri; dan/atau 

b.  rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek 

vital nasional baik dari aspek sumber daya manusia 

pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan 

Kawasan Industri dan/atau aspek sarana prasarana 

pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan 

Kawasan Industri. 

(3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri 

dalam kurun waktu tertentu baik sebelum maupun 

sesudah berstatus sebagai Perusahaan OVNI, wajib 

melaksanakan langkah tindak lanjut rekomendasi 

perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional.  

 

Pasal 14 

(1) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi 

OVNI yang memuat: 

a. rekomendasi hasil verifikasi lapangan yang 

dirumuskan oleh Tim Verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan  
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b. hasil observasi yang dirumuskan oleh personil 

pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).   

(2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditandatangani secara bersama-sama oleh Tim 

Verifikasi, personil pendamping dari Ditpamobvit, dan 

pimpinan Perusahaan Industri dan/atau pimpinan 

Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir 

FM-IV. 

(3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala 

Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 

pelaksanaan verifikasi lapangan berakhir. 

 

Pasal 15 

(1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Badan 

menyampaikan usulan Industri atau Kawasan Industri 

yang dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai OVNI 

kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterimanya berita acara hasil verifikasi. 

(2) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri 

yang dinyatakan belum layak untuk diusulkan sebagai 

Perusahaan OVNI, Kepala Badan menyampaikan surat 

penolakan permohonan kepada Perusahaan Industri atau 

Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan. 

 

Pasal 16 

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 15 (lima 

belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dalam bentuk 

Keputusan Menteri tentang Penetapan OVNI. 
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BAB IV 

EVALUASI PENETAPAN OVNI 

 

Pasal 17 

(1) Tim Verifikasi melakukan evaluasi penetapan OVNI 

terhadap tindak lanjut rekomendasi perbaikan 

kemampuan dasar objek vital nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b yang 

dilakukan oleh Perusahaan OVNI. 

(2) Tim Verifikasi melakukan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang 

dikeluarkan oleh Kepala Badan. 

(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat melibatkan personil 

pendamping dari Ditpamobvit. 

(4)  Evaluasi penetapan OVNI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan kalender 

setelah habisnya batas waktu pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital 

nasional yang ditetapkan dalam berita acara hasil 

verifikasi. 

 

Pasal 18 

(1) Tim Verifikasi merumuskan dan menyampaikan hasil 

evaluasi penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) kepada Kepala Badan. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

mengajukan usulan pencabutan penetapan OVNI kepada 

Kepala Badan apabila hasil evaluasi penetapan OVNI 

memuat kesimpulan bahwa Perusahaan OVNI tidak 

melaksanakan langkah tindak lanjut rekomendasi 

perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). 

(3) Berdasarkan usulan Tim Verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan 

usulan pencabutan penetapan OVNI kepada Menteri.  
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Pasal 19 

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) 

hari kerja sejak diterimanya usulan dalam bentuk Keputusan 

Menteri tentang Pencabutan OVNI. 

 

BAB V 

PEMBINAAN OVNI 

 

Pasal 20 

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan 

OVNI untuk meningkatkan kemampuan pengamanan 

internal perusahaan melalui pemenuhan dan penerapan 

standar sistem manajemen pengamanan OVNI. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap aspek: 

a. manajerial, berupa pemenuhan dan penerapan 

standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh 

Perusahaan OVNI; dan/atau 

b. operasional, berupa peningkatan kemampuan 

pengamanan internal Perusahaan OVNI.  

(3) Dalam melakukan pembinaan terhadap Perusahaan 

OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 21 

(1)  Pembinaan aspek manajerial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui 

kegiatan: 

a. pembinaan penyusunan dokumen standar sistem 

manajemen pengamanan OVNI oleh setiap 

Perusahaan OVNI; dan 

b. pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen 

pengamanan OVNI oleh setiap Perusahaan OVNI. 
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(2) Dokumen standar sistem manajemen pengamanan OVNI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 

oleh Menteri.  

 

Pasal 22 

(1) Menteri menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan 

pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen 

pengamanan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (1) huruf b melalui kegiatan audit sistem 

manajemen pengamanan  OVNI. 

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membentuk tim auditor OVNI untuk melakukan audit 

sistem manajemen pengamanan OVNI di setiap 

Perusahaan OVNI. 

(3) Tim auditor OVNI beranggotakan para personil auditor 

sistem manajemen mutu ISO 9001 yang berasal dari unit 

kerja:  

a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim 

Usaha Industri, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri;  

b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat 

Pembina Kawasan Industri di lingkungan 

Kementerian Perindustrian;  

c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor 

Industri terkait di lingkungan Kementerian 

Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian 

Perindustrian; dan    

d.  Biro Hukum dan Organisasi Kementerian 

Perindustrian.  

(4) Tim auditor OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat melibatkan personil auditor objek vital nasional 

dari Ditpamobvit. 

(5) Audit sistem manajemen pengamanan OVNI pada 

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

ditetapkan sebagai Perusahaan OVNI. 
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Pasal 23 

(1) Menteri bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan aspek 

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(2) huruf b. 

(2) Pembinaan kemampuan pengamanan Perusahaan OVNI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui kegiatan: 

a. bantuan pengadaan sarana dan prasarana 

pengamanan Perusahaan OVNI; dan 

b. fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pengamanan Perusahaan OVNI. 

 

BAB VI 

JANGKA WAKTU PENETAPAN OVNI 

 

Pasal 24 

(1) Penetapan Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.  

(2) Perusahaan OVNI bertanggung jawab atas kemajuan 

pengelolaan keamanan internal perusahaan untuk 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 25 

(1) Perusahaan OVNI dapat mengajukan perpanjangan 

status penetapan OVNI paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan OVNI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).  

(2) Dalam mengajukan perpanjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Perusahaan OVNI 

menyampaikan permohonan perpanjangan status 

Perusahaan OVNI kepada Menteri melalui Kepala Badan 

sesuai dengan format A2 dan surat pernyataan sesuai 

dengan format A3.  
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Pasal 26 

Dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan 

Industri ingin mengajukan kembali permohonan penetapan 

sebagai OVNI setelah jangka waktu penetapan OVNI berakhir, 

pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI dilakukan 

melalui mekanisme pengajuan permohonan baru penetapan 

OVNI.  

 

BAB VII 

KEWAJIBAN PERUSAHAAN OVNI 

 

Pasal 27 

Perusahaan OVNI dalam jangka waktu penetapan sebagai 

OVNI berkewajiban untuk: 

a. melaksanakan ketentuan pembinaan kemampuan 

pengamanan internal objek vital nasional dan bantuan 

pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) 

tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada 

Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur 

Jenderal terkait yang meliputi:  

1. kegiatan pengamanan yang dilakukan; 

2. perkembangan pelaksanaan pemenuhan 

rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Berita 

Acara Pemeriksaan; 

3. ancaman/gangguan keamanan yang terjadi dan 

pengamanannya; 

4. perubahan nama Perusahaan Industri dan 

Perusahaan Kawasan Industri, struktur organisasi, 

kegiatan, kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, 

termasuk infrastrukturnya; 

5. informasi lainnya yang diperlukan; dan 

c. menyusun dokumen standar sistem manajemen 

pengamanan perusahaan. 
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Pasal 28 

Dalam hal Perusahaan OVNI telah tersertifikasi standar ISO 

9001 tentang sistem manajemen mutu, kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan 

oleh Perusahaan OVNI dengan memperluas ruang lingkup 

penerapan standar ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu 

dengan menambah lingkup pengamanan perusahaan. 

 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 29 

(1)  Dalam hal Perusahaan OVNI tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 

a dan b dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah 

ditetapkan, Kepala Badan memberikan peringatan 

tertulis kepada Perusahaan OVNI. 

(2) Dalam hal Perusahaan OVNI tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 

c dan Pasal 28 dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun 

setelah ditetapkan, Kepala Badan menyampaikan 

rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut status 

OVNI. 

 

Pasal 30 

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) 

hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Kepala Badan dalam 

bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan OVNI. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 31 

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam 

proses penetapan dan evaluasi objek vital nasional bidang 
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Industri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 32 

Proses pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI dapat 

dilakukan melalui portal https://siinas.kemenperin.go.id. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Perusahaan OVNI yang telah ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-

IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor 

Industri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805/M-

IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-

IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor 

Industri masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling 

lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

pengundangan Peraturan Menteri ini; 

b. Perusahaan OVNI yang telah ditetapkan sebelum 

diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini; dan 

c. terhadap permohonan penetapan OVNI yang telah 

diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini 

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  17 Juli 2018 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AIRLANGGA HARTARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

   

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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